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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis  hakim,  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

antara:

Ulil  Koto bin Hasan Basri Koto,  umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Nelayan,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di

Lingkungan  I,  Kelurahan  Budi  luhur,  Kecamatan

Pandan,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Provinsi

Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Lisdawati  Panggabean  binti  Syahluddin  Panggabean,  umur  43  tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan I,

Kelurahan Budi luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten

Tapanuli  Tengah,  Provinsi  Sumatera  Utara,  sebagai

Pemohon II, selanjutnya Pemohon I bersama dengan

Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  11  Februari  2021  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Pandan pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

27/Pdt.P/2021/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan

pada  tanggal  11  Desember  1997  di  rumah  orang  tua  Pemohon  II  di

Lingkungan  I,  Kelurahan  Budi  luhur,  Kecamatan  Pandan,  Kabupaten
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli  Tengah, Propinsi  Sumatera  Utara,  yang  dilaksanakan  sesuai

dengan  ajaran  islam.  Dinikahkan  oleh  Wali  Nasab  Pemohon  II  yang

bernama  Syahluddin  Panggabean  (Alm)  dengan  Mahar  berupa

Seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Martom Jambak 

2. Kamaruddin Sibuea

2. Bahwa  pernikahan  (perkawinan)  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

tercatat  pada  kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pandan,  Kabupaten

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan

Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I

dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama Pernikahan (perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II

telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XXXX,  Perempuan,  beragama  islam,  Tempat/Tanggal  lahir  :

Sasak/ 24 Mei 1999, Umur 21 (dua puluh satu) Tahun;

2. XXXX, Laki-laki, beragama islam, Tempat/Tanggal lahir : Sasak/

23 Agustus 2001, Umur 20 (dua puluh) Tahun;

3. XXXX,  Perempuan,  beragama  islam,  Tempat/Tanggal  lahir  :

Sasak/ 18 Agustus 2003, Umur 18 (delapan belas) Tahun;

6. Bahwa anak yang lahir dari  perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon; 

7. Bahwa  untuk  memenuhi  identitas  hukum  Para  Pemohon  sangat

membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram

maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang

tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Para  Pemohon  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Pandan  untuk  berkenan   menerima,

memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
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1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan  sah perkawinan  antara  Pemohon  Ulil  Koto  bin  Hasan

Basri Koto dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal

11 Desember 1997 di rumah orang tua Pemohon II Lisdawati Panggabean

binti  Syahluddin  Panggabean di  Kelurahan  Budi  luhur,  Kecamatan

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan Pemohon I Ulil Koto Bin Hasan Basri Koto (Alm) dan

Pemohon  II  Lisdawati  Panggabean  Binti  Syahluddin  Panggabean  (Alm)

untuk  mencatatkan  pernikahan  ke  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera utara;

Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis  sebelum  persidangan,  Jurusita

Pengadilan Agama  Pandan telah  mengumumkan  Pengesahan

Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut  selama  14  (empat  belas)  hari  sejak  hari

sidang  ditetapkan  pada  papan  pengumuman  Kantor  Pengadilan  Agama

Pandan,  untuk  memberi  kesempatan  kepada  pihak-pihak  yang

berkepentingan  untuk  mengajukan  keberatan  kepada  kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Pandan,  namun  selama  masa  tenggang  waktu  yang

ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas

permohonan  a  quo ke  Pengadilan  Agama  Pandan,  sehingga  perkara  ini

mempunyai  alasan  hukum  untuk  dilanjutkan  dan  dilakukan  panggilan

persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang

isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh  para  Pemohon  dengan

perubahan sebagai berikut:

- Bahwa  yang  menjadi  saksi  1  (satu)  pernikahan  yang  benar  adalah

Atomri Jambak bukan Martom Jambak;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  para  Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Tapanuli  Tengah,  bermeterai  cukup,  dan

diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201032310070050 atas nama

Pemohon I  yang dikeluarkan pada  tanggal  01  Desember  2015 oleh

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tapanuli

Tengah, bermeterai cukup, dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Atomri Jambak bin tarmizi Jambak,  umur 64 tahun,  agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  nelayan,  bertempat  tinggal  di  XXXX,  di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-

istri;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi

hadir pada saat acara tersebut;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  menikah  pada  tanggal  11

Desember 1997di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II yang bernama Syahluddin Panggabean;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya

ijab kabul adalah saksi sendiri dan Kamaruddin Sibuea;

- Bahwa  dalam  pernikahan  tersebut  Pemohon I  memberikan

mahar berupa Seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II

dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,

semenda  atau  sesusuan  yang  menyebabkan  terhalang  untuk

menikah;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

2. Kamaruddin Sibuea bin Aliman Simanullang, umur 46 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXX,

di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;

- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-

istri;

- Bahwa  saksi  mengetahui  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi

hadir pada saat acara tersebut;

- Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  menikah  pada  tanggal  11

Desember 1997 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II yang bernama Syahluddin Panggabean;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya

ijab kabul adalah Atomri Jambak dan saksi sendiri;

- Bahwa  dalam  pernikahan  tersebut  Pemohon I  memberikan

mahar berupa Seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

- Bahwa  sebelum  menikah  Pemohon  I  berstatus  jejaka  dan

Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II

dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,

semenda  atau  sesusuan  yang  menyebabkan  terhalang  untuk

menikah;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus

buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa  para Pemohon  telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  para  Pemohon  mengajukan

permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pandan kabupaten tapanuli tengah

pada tanggal 24 Desember 2017, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

II bernama Syahluddin Panggabean dan dihadiri saksi nikah bernama Atomri

Jambak  dan  Kamaruddin  Sibuea dengan  mahar  berupa  Seperangkat  alat

sholat dibayar tunai,  serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali

nikah  Pemohon  II,  antara  keduanya  tidak  ada  hubungan  sepersusuan,

pertalian  nasab  atau  lainnya  yang  dapat  menghalangi  pernikahan,  namun

Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena

pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang,  oleh  karena  itu  permohonan  penetapan  Pengesahan

Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan

hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut

sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonannya,

Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, bermaterai cukup

sehingga Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  berdasarkan  pasal  1888  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.1  berupa  fotokopi  kartu  tanda

penduduk  atas  nama  Para  Pemohon  yang  memberi  bukti  bahwa  Para

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.2  berupa  fotokopi  kartu  keluarga,

maka  berdasarkan  bukti  P.2  tersebut  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa

Pemohon I  dengan Pemohon II  selama ini  telah diakui secara administrasi

kependudukan sebagai suami istri  yang hidup dalam satu rumah tangga di

mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah

tangga;

Menimbang,  para  Pemohon juga  mengajukan  alat  bukti  berupa

keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Para  Pemohon,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut

telah  datang  menghadap  sendiri-sendiri  di  hadapan  persidangan,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat,

didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di

dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan

sidang  yang  saling  bersesuaian  satu  dengan  yang  lainnya  dan  ada

relevansinya  dengan  perkara  aquo,  tanpa  ada  indikasi  kebohongan  di

dalamnya sehingga dinilai  telah  memenuhi  syarat formil  dan Maretil  sesuai

dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kedua  saksi  yang  diajukan  Para

Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim

berpendapat  bukti  saksi  Para  Pemohon  dapat  menguatkan  dalil-dalil  Para

Pemohon,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  keterangan  2  (dua)

orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  tersebut di atas,
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ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

pada  tanggal  11  Desember  1997  di Kecamatan  Pandan,  Kabupaten

Tapanuli Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Syahluddin  Panggabean  dengan  maskawin  berupa seperangkat  alat

sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

bernama Atomri Jambak dan Kamaruddin Sibuea;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

atau sesusuan atau hal  lain  yang menghalangi  pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

5. Bahwa  itsbat  nikah  para  Pemohon  dimaksudkan  untuk  kepastian

hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertimbangkan  permohonan

pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut,

Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  berdasarkan  ketentuan  hukum

perkawinan/munakahat  Islam yang  dalam hal  ini  adalah  Kompilasi  Hukum

Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi

Muhammad SAW sebagai berikut:

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah

SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan

dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila

dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

maka rukun  untuk  melaksanakan perkawinan,  yaitu:  a.  calon  suami,  b.

calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang,  bahwa  di  samping  keharusan  terpenuhinya  rukun

nikah, keabsahan suatu perkawinan juga  harus  memenuhi  syarat-syarat

perkawinan.  Adapun  syarat-syarat  perkawinan  adalah tidak  terdapatnya

halangan pernikahan antara calon suami  dengan  calon istri,  baik  untuk

sementara  ataupun  selama-lamanya,  sebagaimana  disebutkan  dalam

Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa ketentuan Pasal  39 Kompilasi  Hukum Islam

menyatakan  bahwa  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang

wanita  dilarang:  1.  karena pertalian  nasab,  2.  karena  pertalian kerabat

semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  juga  mengemukakan

dalil/hujjah  syar’iyyah  sebagaimana  terdapat  dalam  Kitab  I’anah  al-

ThalibinJuz  2  halaman  304  yang  selanjutnya  diambil  alih  sebagai

pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:  Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa

dan  berakal  atas  pernikahannya  dengan  seorang  perempuan  jika

perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  -fakta  sebagaimana

tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  pernikahan

Pemohon  I  dan  Pemohon II  tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974  karena  telah

memenuhi rukun  dan  syarat  pernikahan  secara syari’at Islam

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi

Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan

perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  tentang  pencatatan  perkawinan,  Majelis  Hakim

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan

perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi  Hukum Islam,

maka dipandang  perlu  memerintahkan  kepada  para  Pemohon  untuk

mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pandan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (Ulil Koto bin Hasan

Basri  Koto) dengan  Pemohon  II  (Lisdawati  Panggabean  binti

Syahluddin Panggabean) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember

1997 di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan,  Kabupaten Tapanuli

Tengah;
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4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.

290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal  18 Rajab 1442 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I.,  M.A.,

sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan, S.Ag, M.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 170.000,00

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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